
ABSTRAK 

 

Pengadaan langsung pada hakikatnya merupakan jual beli biasa dimana antara 

penyedia memiliki barang/jasa untuk dijual dan Pejabat Pengadaan yang 

membutuhkan barang/jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan transaksi jual 

beli barang/jasa dengan harga tertentu. Dalam transaksi tersebut ada dua macam 

bukti transaksi dalam pengadaan langsung yakni kwitansi dan SPK. Prosedur 

pengadaan langsung ini adalah tentang bagaimana penerapan peraturan yang 

dibuat pemerintah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa 

meskipun telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 telah menetapkan beberapa persyaratan penyedia barang/jasa 

pemerintah. Dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa terdapat alur 

prosedur yang harus ada di dalam proses pengadaan mulai dari awal pengadaan 

sampai akhir pengadaan. Proses pengadaan barang/jasa dalam bidang konsultansi 

merupakan salah satu prosedur produksi dalam mencari perusahaan yang mampu 

memfasilitasi kebutuhan perencanaan jasa konstruksi dalam pembangunan jalan 

dan jembatan. Tujuan dari pengadaan barang/jasa adalah untuk memperoleh 

barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu 

yang sesuai serta pengadaannya tepat waktu.  
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ABSTRACT 

 

Direct procerument is essentially an ordinary sale and purchase between 

suppliers having goods/services to sell and Procurement Officers who need 

goods/service, in which there is an agreement to conduct a sale/purchase 

transaction of goods/service at a certain price. In these transactions there are two 

kinds of evidence of transactions in direct procurement namely receipts and SPK. 

This direct procurement procedure is about how the application of regulations 

made by the government as a guideline in carrying out the procurement of 

goods/services even though it has been regulated in applicable regulations. 

Presidential Regulation Number 16 Year 2018 has established several 
requirements for government goods/services providers. In carrying out the 

process of procurement of goods/services there is a flow of procedures that must 

exist in the procurement process starting from the beginning of procurement until 

the end of procurement. The process of procuring goods/services in the field of 

consultancy is one of the production procedures in finding companies that are 

able to facilitate the needs of construction service planning in the construction of 

roads and bridges. The purpose of the procurement of goods/services is to obtain 

goods/services at a price that can be accounted for, the appropriate quantity and 

quality and timely procurement. 
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